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dan asing, pengeluaran pemerintah

(APBN/APBD) dan ekspor bersih (selisih

antara ekspor dengan impor). Melihat kon-

disi saat ini variabel yang masih mungkin

didorong agar lebih optimal adalah inves-

tasi dan eskpor.

Pemerintahan Prabowo harus dapat

memberikan kemudahan dalam berinves-

tasi dan berusaha (ease doing business)

bagi calon maupun investor baik domestik

dan asing. Kemudahan berinvestasi dan

berbisnis masa Pemerintahan Prabowo

harus lebih baik dari Pemerintahan Jokowi. 

Kemudahan termaksud mulai dari periz-

inan sampai insentif yang terkait pajak,

HGU/HGB serta fasilitasi lainnya.

Kebijakan untuk memberikan kemudah-

an berinvestasi dan berusaha yang di-

lakukan melalui sinergi antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan

melibatkan asosiasi pengusaha yang di-

wakili Kadin misalnya. 

Sampai saat ini masih ada beberapa

regulasi berusaha dan berinvestasi yang

belum sinkron antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.

Untuk mendorong ekspor maka

Pemerintahan Prabowo harus memper-

timbangkan subsidi ekspor bagi produk

potensial dan kompetitif di pasar dunia.

Selanjutnya harus diikuti dengan perbaik-

an efisiensi logistik. Efisiensi tersebut dapat

meningkatkan daya saing harga produk

ekspor kita. Ide Duta Besar RI  sebagai pe-

masar produk ekspor harus lebih diinten-

sifkan. Harapannya agar dapat dibukanya

pasar baru untuk produk Indonesia di luar

negeri.

Dari sisi produksi atau penawaran agre-

gat, kebijakan industrialisasi yang disertai

hilirisasi wajib dilanjutkan. Hilirisasi diakui

dapat memberikan nilai tambah yang nya-

ta bagi perekonomian. Hilirisasi tidak

hanya untuk produk tambang, namun juga

diterapkan di produk pertanian, peter-

nakan dan perikanan yang potensial di

pasar ekspor.

Dalam jangka pendek, Presiden Pra-

bowo harus memperhatikan terjadinya

pemutusan hubungan kerja (PHK) di in-

dustri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sejak tahun lalu sampai saat ini telah ter-

jadi PHK sebanyak 220.000 pekerja di in-

dustri tersebut. Salah satu penyebab ter-

jadinya PHK tersebut karena produk TPT

kalah bersaing dengan produk impor se-

jenis.

Seperti diketahui, produk TPT impor

yang legal dan ilegal membanjiri pasar do-

mestik. Kondisi tersebut menjadikan pro-

duk domestik kalah bersaing dalam harga.

Selanjutnya banyak perusahaan TPT

mengalami penurunan permintaan yang

berujung penurunan produksi. Gilirannya

perusahaan-perusahaan tersebut terpak-

sa melakukan PHK.

Pada triwulan I tahun 2024, industri TPT

mampu menyumbang sebesar 5,84% ter-

hadap PDB sektor manufaktur dan

berkontribusi terhadap ekspor nasional

sebesar USD11,6 miliar dengan surplus

mencapai USD3,2 miliar.

Industri TPT sektor padat karya dengan

menyerap tenaga kerja mencapai 3,98 juta

tenaga atau memberikan kontribusi sebe-

sar 19,47% terhadap total tenaga kerja di

sektor manufaktur pada tahun 2023.

Menteri Perindustrian, Menteri Per-

dagangan dan Menteri Keuangan dalam

Kabinet ÔMerah PutihÕ hendaknya berkoor-

dinasi dan bersinergi untuk mengeluarkan

kebijakan yang solutif terhadap permasa-

lahan yang terjadi di industri TPT. Ke-

bijakan impor produk TPTdiharapkan tidak

merugikan industri TPT domestik. Selamat

bekerja keras Presiden Prabowo dan

Kabinet  ÔMerah PutihÕ.

(Penulis,  pengusaha senior DIY, 

Wakil Ketua KADIN DIY & Penasehat

BPD API DIY)-d

ÓIni yang kami kira menjadi

praktik kerawanan dan juga

pelibatan ASN (aparatur sipil

negara) atau kepala desa,Ó

ucapnya.

Pada bagian lain, Rahmat

Bagja mengatakan, pasangan

calon kepala daerah dapat

menggunakan fasilitas peme-

rintah untuk melakukan kam-

panye Pilkada Serentak 2024.

Ia mencontohkan salah satu

fasilitas milik pemerintah yang

jadi langganan sebagai gelaran

kampanye akbar, yaitu Sta-

dium Utama Gelora Bung

Karno (SUGBK).

ÓBisa tidak sarana pemerin-

tahan menjadi kampanye?

Boleh-boleh saja. Gelora Bung

Kano kan berapapuluh kali

menjadi tempat rapat umum.

Jadi tidak ada masalah untuk

itu,Ó kata Bagja.

Selain itu, ia mengungkap-

kan calon kepala daerah juga

dapat melakukan kampanye di

aula milik pemerintah desa

(pemdes) bila disewakan. ÓUn-

tuk kampanye-kampanye yang

rapat umum ataupun terbatas

dan diperlakukan sama dan

balai desa ini disewakan itu,

masih diperkenankan,Ó ujar-

nya. 

Bagja juga menegaskan

fasilitas pemerintah untuk

berkampanye itu boleh digu-

nakan, tetapi harus mengede-

pankan prinsip adil, sehingga

pemerintah setempat harus

memperlakukan kebijakan

yang sama kepada semua pa-

sangan calon kepala daerah.

(Ant/Obi)-f

PR Presiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Aditya menyebutkan, polisi masih mela-

kukan pendalaman terkait peran masing-

masing pelaku. Termasuk pelaku yang me-

lakukan penusukan serta kemungkinan

adanya pelaku lainnya. ÓUntuk sajamnya

masih kita cari. Sedang pelaku penusukan

akan kami dalami dari peran masing-ma-

sing berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi.

Satu tersangka kita duga sebagai provoka-

tor,Ó tandasnya.

Dijelaskan, para tersangka ditangkap dari

hasil penyelidikan 3 Laporan Polisi (LP)

yang masuk. ÓLP 1 dan 2 lokasi di TKP 1

Luku Cafe Prawirotaman Yogya, Selasa

(22/10) Pukul 20.00 para tersangka mela-

kukan pengrusakan terhadap inventaris

dari Luku Cafe dengan mengayunkan

parang dan LP 2 karena para tersangka ju-

ga  melakukan pengeroyokan kepada kor-

ban dengan memukul dengan tangan

kosong, menendang, dan menginjak kor-

ban kakinya,Ó jelasnya..

Selanjutnya LP 3 kejadian di TKP 2,

Rabu (23/10) Pukul 21.20 di Perempatan

Jalan Parangtritis-Prawirotaman, dengan

korban dua santri Ponpes Krapyak. ÓPara

tersangka telah melakukan kekerasan ter-

hadap korban dengan menendang,

memukul, memukul dengan balok kayu,

memukul dan menendang dengan tangan

kosong, melempar helm kepada korban,

melempar kursi kepada korban, dan me-

nusuk salah satu korban menggunakan sa-

jam jenis pisau,Ó ungkap Kapolresta. 

Dijelaskan pula, kejadian TKP 2 dipicu

kejadian TKP 1 dimana keributan yang ter-

jadi antara V, E dan F di Luku Cafe. ÓSebe-

lum ke TKP kedua, semua pelaku berkum-

pul di rumah V kemudian berangkat menuju

Luku Cafe Prawirotaman. R alias C kemudi-

an menginstruksikan para pelaku di TKP

kedua untuk minum di tempat yang sama

kemudian membuat keributan,Ó jelasnya. 

Karenanya, tersangka R atau C inilah

yang diduga melakukan provokasi. ÓBisa di-

katakan R atau C adalah otaknya, sedang-

kan yang lain eksekutor. Provokasi, dengan

menyuruh ke suatu tempat dan membuat

keonaran,Ó papar Kapolresta.

Para Tersangka dijerat pidana Pasal 170

KUHP dan/atau 351 KUHP, dengan anca-

man pidana penjara paling lama 5 tahun 6

bulan. ÓAgar para pelaku yang belum ter-

tangkap segera menyerahkan diri karena

tetap akan kami cari dan akan kami lakukan

tindakan tegas terukur,Ó tandas Kapolresta

yang didampingi Kasat Reskrim Polresta

Yogyakarta Kompol Probo Satrio dan Ka-

sihumas Polresta Yogyakarta AKPSujarwo.   

(Vin)-f

Tujuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

ÓSaya kira, kita harus mengatur untuk

online (peredaran miras model online),

sehingga kita bisa mengontrol

peredarannya agar tidak sampai di kalu-

rahan-kalurahan,Ó kata Gubernur DIY Sri

Sultan Hamengku Buwono X di

Gedhong Pracimasana Kompleks

Kepatihan, Selasa (29/10).

Ia berharap dalam minggu ini sudah

ada keputusan (aturan) dari bupati/wa-

likota yang mengatur peredaran tersebut.

ÓDengan begitu kita punya alasan yang

lebih kuat untuk mengatur,Ó tambah

Sultan

Perlu diketahui saat ini tidak ada atur-

an transaksi minuman keras secara on-

line, sehingga membuat pengawasan

dan penegakan hukum menjadi sulit.

Sultan mengungkapkan, penjualan miras

secara online sering kali dilakukan pihak-

pihak yang tidak memiliki izin. Tapi, peng-

aturan yang ada saat ini sudah keting-

galan zaman dan tak mencakup transak-

si secara daring. 

Meskipun undang-undang yang ada

belum mengatur secara spesifik menge-

nai penjualan miras secara online, tetapi

langkah membuat peraturan transaksi

miras secara online menjadi penting dan

perlu dilakukan sebagai respons terha-

dap perkembangan zaman. 

ÓKita tidak akan bisa berbuat apa-apa

karena tidak ada yang mengatur secara

online. Jadi beli miras lewat online, kita ti-

dak ada aturan itu. Makanya lewat aturan

yang dibuat bupati/walikota, harapan

saya ada keputusan kepala daerah me-

nyangkut peredaran miras online, se-

hingga bisa kita kontrol, ilegal atau tidak,Ó

tegas Gubernur.

Menurut Sultan, dengan langkah

tersebut diharapkan DIY dapat menekan

angka peredaran miras ilegal dan melin-

dungi generasi muda dari pengaruh bu-

ruknya. Penegakan hukum yang konsis-

ten dan regulasi yang jelas menjadi kunci

dalam mengendalikan peredaran miras.     

(Ria)-f

Sultan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Sebagai informasi, pasal 351 KUHP

mengatur tentang penganiayaan, di

mana seseorang yang dengan sengaja

melakukan kekerasan terhadap orang

lain dapat dikenakan pidana, dengan

ancaman hukuman lebih berat jika

mengakibatkan luka berat atau kema-

tian. Penganiayaan diancam dengan pi-

dana penjara paling lama dua tahun de-

lapan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan perbuatan mengakibatkan

luka-luka berat, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima

tahun. (Ant)-f

Jefri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Pemerintah guna menyelamatkan perusa-

haan tekstil raksasa asal Indonesia, PT Sri

Rejeki Isman (Sritex) menggunakan dua

kemungkinan.

Menurut Menperin, dua kemungkinan

tersebut yakni ketika kasasi yang diajukan

Sritex dikabulkan, dan opsi ketika kasasi

tersebut ditolak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

Yassierli juga menyampaikan permintaan

Presiden Prabowo kepada jajaran ke-

menterian untuk berupaya agar tidak ada

pemutusan hubungan kerja (PHK) terha-

dap karyawan Sritex, dan agar perusa-

haan tekstil ini tetap beroperasi.

Presiden mengadakan rapat terbatas

bersama para menteri, antara lain Menko

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Indrawati, untuk membahas salah satunya

tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit

oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga

Semarang. ÓPemerintah memang sangat

ÔconcernÕ bahwa PHK itu tidak boleh terja-

di. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga

meminta bahwa Sritex harus tetap berpro-

duksi seperti biasa,Ó kata Yassierli di Istana

Kepresidenan Jakarta.

Presiden, kata Menaker, menyatakan

bahwa Pemerintah tidak akan mem-

biarkan PHK terjadi terhadap karyawan

Sritex. Pemerintah meyakini PHK tidak

akan terjadi, karena opsi untuk mengaju-

kan kasasi terhadap putusan PN Niaga

Semarang akan ditempuh. ÓIni kan belum

(pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi,

dan kemudian kami melihat itu tidak akan

terjadi rasanya,Ó kata Menaker.

Menaker mencatat, sejauh ini tidak ada

laporan terjadi PHK terhadap karyawan

Sritex. Pihaknya sudah melakukan moni-

toring, terutama di daerah Jawa Tengah.

Yassierli merinci sebanyak 162 Pengawas

Ketenagakerjaan di Jateng terus melaku-

kan komunikasi dan koordinasi dengan

Manajemen Sritex agar hak-hak para pe-

gawai tetap terpenuhi.

Karena itu, Pemerintah juga meminta

kepada karyawan Sritex untuk tetap ten-

ang, karena sejumlah strategi penyela-

matan perusahaan telah disiapkan, terma-

suk langkah hukum dan aksi korporasi.

ÓSaya ÔconcernÕ pada hak-hak pekerja, be-

kerja tenang bahagia dan semua hak

mereka terpenuhi. Jadi tidak boleh sampai

isu ini mengganggu mereka bekerja,Ó kata

Menaker. (Ant)-d

Presiden:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Masyarakat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

ÓKaget ya waktu pertama kali dengar sampai

ya nggak bisa berkata-kata, tapi ya saya

bersyukur temuan-temuan tersebut ya dite-

mukan,Ó ujarnya.

Jessica mengaku gugup hadir dalam persi-

dangan permohonan PK setelah sekian tahun

tak kembali masuk ke ruang sidang. ÓTapi status

saya sekarang juga sudah berbeda, sudah tidak

ditahan. Jadi setidaknya lebih baiklah daripada

masa lalu,Ó ungkapnya. (Ant)-f

Jessica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Ditambah lagi, peristiwa penganiayaan yang

menimpa dua orang santri saat membeli sate di

wilayah Mantrijeron Yogyakarta, baru-baru ini.

ÓJika miras tak dituntaskan, pasti negara akan

hancur,Ó ujar Kiai Zuhdi di depan massa.

Pengasuh Ponpes Krapyak, Nyai Ida Rufaida

Ali Maksum, juga meminta aparat kepolisian

tegas memberantas peredaran miras. Ia menye-

but, keberadaan miras dapat memicu kriminali-

tas lainnya, sehingga mengganggu kamtibmas.

ÓTidak hanya stop, tapi cabut perizinan miras,Ó

tandasnya.

Ribuan santri, datang sejak pagi dengan

membawa ratusan spanduk dan poster

bertuliskan desakan agar Polda DIY mengung-

kap para pelaku penganiayaan dan menutup

toko-toko miras di DIY. Kedatangan massa, dite-

rima langsung Kapolda DIY Irjen Drs Pol

Suwondo Nainggolan. Di hadapan ribuan santri,

Kapolda mengatakan, saat ini sudah ada 7

orang pelaku penganiayaan yang diamankan.

ÓPelaku utama yang melakukan penusukan juga

telah berhasil kami tangkap semalam (kemarin

malam),Ó ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga

menyatakan komitmennya memberantas

peredaran miras ilegal. Jenderal bintang dua ini,

bahkan berharap tidak ada lagi perizinan miras

di Yogya.  ÓYang ilegal sudah kami tindak. Yang

perlu adalah, jika sudah dirapikan oleh Pemda,

tidak boleh lagi ada izin miras di Yogya,Ó tegas

Kapolda.

Kapolda menyebut, kepolisian sudah berkoor-

dinasi dengan Pemda dan seluruh stakeholder,

terkait peredaran miras. ÓKalau sudah diatur

Pemda, tidak boleh lagi ada nambah-nambah,Ó

ujarnya.

Selaku Kapolda, Suwondo juga meminta

maaf atas peristiwa yang belakangan terjadi. Ia

pun, bertanggung jawab penuh atas situasi

kamtibmas yang terjadi di DIY. ÓAtas nama priba-

di dan selaku Kapolda, saya mohon maaf atas

situasi ini. Saya yang bertanggung jawab situasi

kamtibmas di Yogya,Ó ucap Kapolda.

Sebelum membubarkan diri, koordinasi aksi,

Abdul Muiz, membacakan pernyataan sikap, an-

tara lain berisi, tangkap dan adili para pelaku

penganiayaan, jaminan keamanan, evaluasi

peraturan daerah tentang miras dan komitmen

menegakkan keadilan. (Ayu)-f
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JAKARTA (KR) - PT Bank

Syariah Indonesia Tbk (BSI)

terus membukukan kinerja

yang solid dan sustain, de-

ngan pertumbuhan laba 21,6

persen (yoy) pada Triwulan

III-2024, menjadikan BSI ma-

suk dalam bank dengan per-

tumbuhan laba lebih tinggi

dari rata-rata pertumbuhan in-

dustri perbankan nasional.

Hampir semua indikator kiner-

ja keuangan lainnya seperti

aset, pembiayaan dan dana

pihak ketiga tercatat tumbuh

dobel digit.

ÓPerposisi hingga Triwulan

III-2024, laba bersih BSI men-

capai Rp 5,11 triliun, naik di-

bandingkan posisi periode

yang sama tahun sebelumnya

sebesar Rp 4,20 triliun,Ó ujar

Direktur Utama BSI Hery Gu-

nardi di Jakarta, Selasa

(29/10).

Pertumbuhan laba yang

sustain, menurut Hery Gu-

nardi, antara lain buah dari

penerapan strategi bisnis yang

tepat. BSI tetap fokus pada

pembiayaan yang sehat dan

sustain yakni di segmen kon-

sumer dan ritel dengan kompo-

sisi 72,17 persen serta funding

fokus pada pertumbuhan dana

murah (CASA) dengan kom-

posisi 61,69 persen dari total

DPK. Selain itu, BSI meng-

optimalkan customer base

yang saat ini mencapai 21 juta

nasabah.  

Ia bersyukur sampai Tri-

wulan III-2024 kinerja BSI terus

tumbuh solid, sehat dan sus-

tain. ÓKami tetap tumbuh dobel

digit sampai Triwulan III di te-

ngah makro ekonomi yang cu-

kup menantang dengan ting-

ginya reference rate. Namun,

BI mulai menurunkan suku

bunga acuannya,Ó katanya.

BSI, lanjut Hery Gunardi,

masih terus menumbuhkan

segmen bisnis yang potensial

dengan kualitas terjaga sem-

bari terus meningkatkan kuali-

tas layanan kepada nasabah

terutama dari sisi digital. 

Di tengah ketatnya kom-

petisi likuiditas bank, BSI

menumbuhkan Dana Pihak

Ketiga (DPK) sebesar 14,92

persen menjadi Rp 301,22 trili-

un, dimana komposisi DPK

didominasi produk tabungan

yang pada periode yang sama

tumbuh 13,40 persen (yoy)

menjadi Rp 130,18 triliun.

Adapun rasio dana murah

(CASA) berada pada posisi

61,69 persen.                  (Ogi)-d
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Jajaran Manajemen BSI dalam konferensi pers di Jakarta. 

BISNIS SEHAT DAN SUSTAIN

Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%


